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(

Mengingat: l' undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36gg)
bagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea perolehan Hak atas

l-1,

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1s0 Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 398g);

2. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tenang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3g6l) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002

,

FII
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Fidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 42861;4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Negara (kmbaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2OO4 Nomor S, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Keuangan antara Pemerintah pusat danPemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Republik Indonesia Nomor 443g);

un 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneeia Tahun 2008 Nomor 4874);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 58, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 20Ol Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (6mbaran
Negara Republik Indoneeia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4SO2l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 T*run 2Ol2 tentarLg Perubahan Atas
Peraturan Pemerinteh Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang Dana Perimbangan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, ?ambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



15' Peraturan Pemerintarr Nomor s6 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200s Nomor r3g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

bagaimanatelah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sietem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l lO , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sl55);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan standar pelayanan
Minimal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor r50, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia

17, Peraturan
Nomor 4585);

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi pemerintah
Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

18. Peraturan pemerintah Nomor
Republik Indonesia Tahun 201

19. Peraturan pemerintah Nomor

7l rahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Iembaran Negara
0 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
30 Tahun 20ll tentang Finjaman Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 NomorSg, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Sl56);
20. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Iembaran Negiara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O 571,;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
SIabagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011



tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l l Nomor 31 0);

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol1 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 450) telah diubah beberapa kari terakhir dengan peraturan Menteri Daram Negeri RepublikIndonesia Nomor lO Tahun 2018 tentang penrbahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 465);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2oLZ tentangpedoman pengelompokan Keuangan Daerah eertaPelaksanaan dan ban Dana operasional (Berita Negara Repubrik Indonesia Tahun 2o17Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3g Tahun 2olg tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 7Ol);
26. Pedoman penyusunan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6g0);
2T.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor ll Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah I(abupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Tora-ja

28. Peraturan Daerah
Utara Nomor 3);

Daerah (Iembar Daerah
Torqia Utara Nomor 61);

paten Tora.ia utara Nomor 4 Tatrun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Torqja utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

29. Peraturan Daerah I(abupaten Tor4ia Utara Nomor 13
Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun Anggaran 2019

8 tentang Anggaran
Daerah I(abupaten

dan Belanja

Tahun 2018

Tahun 2Ol

Toraja Utara



((

Menetapkan:

Nomor 13) aebagaimana telah diubatr denSa-n Peraturan Daerah Ikbupaten Torda Utara Nosron 15 Tahun 2019
t€ntang Perubahan Anggaran Fendapatan dan Bela4ia Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaxan 2019
(Lembaran Dacrah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1g Nomor 15);

30' Pcratuan Bupati Torqia Utara Nomor 45 Tahun 2019 tsntang Fcnjabaran Perubahan Anggaran peflalapatan dan
Belanja Daerah lkbupatcn Torqia Utara Tahun AngSaran 2019 (Bertta Dacrah Kabupatcn Toraja Utara Tahun
2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TEIITANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAI'I NOMOR 45 TAHUN 2019 TEMANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019,

Pasal I

Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentarg Rnjabaran Ferubahan
Anggann Fendapatan dan Belanja Da€rah lGbupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 diubah sebagat
bcrikut:
l. Ketcrituan Pasal I diubah schinggg berbunyi sebagai berikut:

Pasal I
Anggarafl Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun 2019 semufa berjumfah Rpl .137 .494.491.6g7,9 1 bertambah
RP.24.131.117.000,00 eehing8a menjadi Rpl.16 r.s65.608.682 dengan rincian sebaaai b€rikut:
1. Pendapatan Daerah

a. semula

b. bertambah
Rp1. 137 .434.491.687 ,91
Rp24.131.117.000.00



(t

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja

a. semula

b. bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

SURPLUS/DEFISIT

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

l. semula
2. bertambah/ (Berkurang)

Rp1. 16 1.565. 608.687,9 I

Rp 1. 167.80 1.268.698,00
4.1 oo1

2 3

Rp(30.366.777.0 I o,09)

Rp44.316.O24.359,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp44. 3 1 6. 024. 359, OO

b. Pengeluaran

1. semula Rp13.949.242.348,91
2. bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp13.949.242.34g,91
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Sisa kbih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunl sebagai berikut:

Pasat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian (rincian) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2Ol9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum
dalamla.mpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

0

Rp 30.366.777.010,09
RpO,OO



Pasal tr

Feraturan Bupati ini mulai berlqku pada tErgsal dirnrdenglian.

JqrSEr setiap orang
penempatannya dalarn Baita Daffah Habupate,n Tomje Utare.

mmrcrlntshlffir ptrrgungafig;afl Fenturan Bupati ini dengan

Ditetapker di Ranrcpao
pada tangnl2S Nouember 30lg

IUR$*I,I UTAR.A,

PAEMBONAN

Diundangtun di Ran:cpao
tanggal 25 l{or,rmber 2019

DAERA}I
R.TJA UTARA,

KABUPATEN TORAIA UTARA TA}TUN ?OI9 TOMOR 56


